
PEMERINTAI{ KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURA}I DAERAH KABUPATEN MURI]NG RAYA
NOMOR 4 TAHT.JN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURA}.I DAERAH
NOMOR 06 TAHLJN 2005 TENTAI.IG PEMBENTTJKAI.I / PEMEKARAI.I

PENGGABI.]NGANI DA}I PENGHAPUSA}.I KECAMATAI.{
DI KABUPATEN MURIJNG RAYA

3.

DENGA}I RAHMAT TI]HAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

bahwa ketentuan dalam beberapa pasal Perahran Daerah Nomor 06
Tatrun 2005 tentang Pembentukan / Pemekaran, Penggabungan dan
Penghapusan Kecamatan di Kabupaten Murung Raya perlu dilalnrkan
penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih trnggi;

batrwa Pembentukan / Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan
Kecamatan perlu menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelayanan
pemerintah kepada masyarakat berkaitan dengan keadaan wilayatr;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daeratr tentang perubahan Atas
Peraturan DaerahNomor 06 Tahun 2005 tentang Pembenhrkan/ pemekaran,
Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan di Kabupaten Murung Raya;

urrdang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten ramandaru
fabupalen Grmung Mas, Kabupaten Fulang pisau, Kabupaien Murung Raya
dg, Kubupaten Barito Timur provinsi Kalimantan tengah lremuaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2002 Nomor lg, Tambahan Lembaran
Negma Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-undang Nomor 10 Tatrun 2004 tentang Pembentukan perattran

_P_.*a*g-rmdangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repuutit Indonesia Nomor 43g9);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun'2004 tentang Pemerintatran Daerah
(Lerlbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004\omor l2l,Tambahan
!..ryb-qf Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana lslah
{*uh dengan Peraturan pemerintah pengganti undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang perubalran Atas undang-undanfNomor 32 Tahun
2_004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarai Negara-Republik Indonesia
Tatrun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Ne[ara Republik Indonesia
Io--or y93) yang terah ditetapkan dengan unlang-undang Nomor C
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik-Indonesia tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4548);
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undang-undang Nomor 33 Tatrun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara 
-Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

i"p"Ufit Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarrbahan Lembarao Negara

Republik Indonesia Nomor 4a38 );

Peraturan Daeratr Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang

K.***g* Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Daerah Tahun 2003 Nomor 02 Seri E );

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Murung Raya ( Lembaran Daerah Tatrun 2003 Nomor 03 Seri D );

Peraturan Daeratr Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2005 tentang

Pembentukan / Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan di
Kabupaten Murung Raya ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 06 );

Dengan Persehrjuan Bersama

DEWA}I PERWAKILAhI RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURIJNG RAYA

dan
BUPATI MURI.JNGRAYA

MEMUTUSKA}.{:

: PERATURAN DAERAH TENTAI{G PERUBAHAN ATAS PERATURA}I
DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2OO5 TENTA}IG PEMBENTUKAI{ I
PEMEKARA}.I, PENGGABUNGAN DA}I PENGHAPUSAN KECAMATAN
DI KABUPATEN MURUNG RAYA

Pasal I

ketentuan dalam Peraturan Daeratr Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan/
; Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran

KabupatenMurung Raya Tatrun 2005 Nomor 06) diubatr sebagai berikut :

3 ayat (2) hwuf b dan huruf c diubatr, sehingga pasal 3 berbunl

Pasal 3

kmbentukan / Pemekaran Kecamatan harus berdasarkan kemampuan daerafr dan
prtimbangan teknis lainnya

hbentukan / Pemekaran Kecamatan harus memenuhi kriteria dan syarat - syaraL
-t'gx berikut:
r jrmtatr penduduk minimal 5.000 ( lima ribu ) jiwa
L hras wilayatr kecamatan minimal 12,5 Km2
c. j 'rnlatr desa / kel,rahan minimal 4 (empat) desa / keluratran

Ifmping telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2)
ftmbe,ntukan / Pemekaran Kecamatan perlu memperhatikan- aspirasi masyarakat dan
alrrsul wilayah sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat

4.

5.

7.
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Pasal 16 diubah, sehinggaPasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

yang belum diatu dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal II

Daerah ini mulai berlaku pada tenggal diundangkan

orang mengetahuinya, memerintahkan pengrrndangan Peraturan Daerah ini dengan
dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Cahu
2046

RAYA,

YOSEPH

tanggal
di Puruk Cahu
12 Juni2006

IIEKRET DAERAH
ATEN

TAGAH PAHOE
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